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PERATURAN 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

  

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan 

surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/57/M.KT.01/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal 

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu menata 

kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan; 
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 400); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah. 

(2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

(3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala. 

 

Pasal 2 

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah 

dan pembangunan nasional. 

 

Pasal 3 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah 

dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang 
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bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan 

umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan 

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 

b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas 

penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas 

pengeluaran keuangan negara/daerah serta 

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang 

seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh 

anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk 

badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya 

terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan 

lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan 

negara/daerah; 

c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 

d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen 

risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap 

instansi/badan usaha/badan lainnya dan 

program/kebijakan pemerintah yang strategis; 

e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat 

kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian 

harga, audit klaim, audit investigatif terhadap 

kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi 

merugikan keuangan negara/daerah, audit 

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, 

pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan 

korupsi; 

f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional 

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern 

pemerintah lainnya; 
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g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan 

laporan kinerja pemerintah pusat; 

h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan 

konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian 

intern kepada instansi pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan badan-badan yang di 

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau 

kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau 

pemerintah daerah; 

i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan 

penugasan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern 

pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional 

auditor; 

k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan 

pengembangan di bidang pengawasan dan sistem 

pengendalian intern pemerintah; 

l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan 

data dan informasi hasil pengawasan atas 

penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 

m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan 

n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 

bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, 

persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 

 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 

(1) BPKP terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat Utama; 
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c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; 

d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan; 

e. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah; 

f. Deputi Bidang Akuntan Negara; 

g. Deputi Bidang Investigasi; 

h. Inspektorat; 

i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; 

j. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan; 

k. Pusat Informasi Pengawasan; 

l. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor; dan 

m. Kantor Perwakilan. 

(2) Bagan susunan organisasi BPKP tercantum dalam 

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

BAB III 

KEPALA 

 

Pasal 5 

Kepala mempunyai tugas memimpin BPKP dalam 

menjalankan tugas dan fungsi BPKP. 

 

BAB IV 

SEKRETARIAT UTAMA 

 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 6 

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pendukung pimpinan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. 

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 
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